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JAKARTA: Komisi XI DPR RI
akhirnya menyetujui PT Bank Ne-
gara Indonesia (BNI) Tbk dan PT
Bank Mandiri Tbk untuk meng-
gelar penawaran saham terbatas
(rights issue) secara head to head
pada tahun ini.

Sikap tersebut berubah dari ra-
pat siang kemarin yang semula
mendorong BNI rights issue ter-
lebih dulu pada tahun ini, sedang-
kan Bank Mandiri diusulkan
untuk ditunda pada tahun depan.

Ketua Komisi XI DPR RI Emir
Moeis mengatakan legislatif hanya
mengambil keputusan politik agar
rights issue bisa dilakukan pada
tahun ini secara bersamaan, se-
hingga tidak menimbulkan keber-
pihakan pada satu bank.

“Biar adil saja, mereka [BNI
dan Mandiri] head to head me-
lakukan rights issue. Kami mem-
beri izin sampai akhir tahun ini,”
ujarnya seusai rapat bersama di-
reksi Bank Mandiri, tadi malam.

Menurut dia, yang menentukan
adalah kesiapan manajemen bank
dalam melakukan rights issue, ka-
rena masing-masing perlu waktu
untuk secara prosedural diajukan
kepada otoritas terkait.

Hal senada disampaikan oleh
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Achsanul Qosasih. Menurut dia,
target pasar BNI dan Bank Mandiri
berbeda, sehingga legislatif   me-
lepas izin untuk kedua bank ter-
sebut. Semula, legislator Fraksi
Demokrat itu mendorong BNI le-
bih dulu.

“Target market berbeda. Bank
Mandiri lebih ke sektor industri,

dan BNI ke infrastruktur. Calon
pemegang saham jeli untuk meli-
hat potensi tiap bank. Ini kepe-
kaan pasar dibutuhkan.”  

Dirut Bank Mandiri Zulkifli
Zaini mengatakan tak ada masa-
lahnya pelaksanaan rights issue di-
lakukan pada tahun ini, tetapi te-
tap perlu ada pembedaan waktu
setidaknya satu bulan.

Mengenai penentuan waktu,
sambungnya, akan dilakukan pa-
da awal pekan depan bersama Ke-
menterian BUMN, Kementerian
Keuangan dan dua bank terkait
yang akan rights issue.

Semula, Panitia Kerja Komisi XI
DPR menyetujui  BNI melakukan
rights issue terlebih dulu dari
Bank Mandiri pada tahun ini.

Achsanul Qosasih menyampai-
kan pertimbangan BNI mendapat-
kan kesempatan pertama karena

lebih awal mengajukan izin ke-
pada legislatif.

Kedua bank sejauh ini sama-sa-
ma siap mengeksekusi rights issue
seiring selesainya penunjukan
perusahaan pendukung dari audi-
tor, notaris, agen penjual hingga
penjamin emisi. Bank Mandiri
mengincar dana Rp13 triliun dan
BNI sebesar Rp7 triliun.

Achsanul menjelaskan BNI di-
berikan batas waktu pelaksanaan
rights issue maksimal Desember
2010. Manajemen bank terbesar
keempat di Indonesia itu mema-
tok target November, sedangkan
manajemen Bank Mandiri meren-
canakan Desember.

Seusai rapat, Dirut BNI Gatot M.
Suwondo enggan berkomentar
saat ditanya mengenai rights issue.
Saat rapat dengar pendapat den-
gan Komisi VI DPR, Rabu, Gatot

juga pelit bicara.
BNI akan menerbitkan 3,37 mi-

liar lembar saham baru atau seta-
ra 16% untuk meningkatkan ke-
pemilikan publik hingga 40%. Ini
akan menjadikan saham beredar
18,65 miliar lembar dengan porsi
saham pemerintah 11,289 miliar
lembar dan publik 7,459 miliar
lembar.

Direktur PT Nusantara Capital
Securities Krisno T. Soekarno me-
nilai pasar masih akan mampu
menyerap saham kedua bank ini
kendati dilakukan bersamaan.

"Hal itu dapat diprediksi dengan
asumsi pasar saham masih akan
seramai seperti sekarang. Pasar
membutuhkan instrumen saham
baru untuk berinvestasi," ujarnya
tadi malam. (05/07/IRVIN AVRIANO

A./M. MUNIR HAIKAL/HERY TRIANTO)

(hendri.asworo@bisnis.co.id)
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JAKARTA: Presiden
meminta badan usaha
milik negara (BUMN)

menjadi perusahaan ber-
kelas global (world class
company/WCC) dengan
mampu menangkap pe-
luang usaha tidak hanya
di dalam negeri, tetapi

juga di luar negeri.

“BUMN diharapkan mampu
menangkap peluang itu. Apalagi
perekonomian dunia kini mulai
tumbuh setelah diterpa krisis dan
kawasan Asia Pasifik merupakan
pilar penggerak ekonomi dunia.
Itu [peluang] harus ditangkap,”
ujar Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono.

Kepala negara mengungkap-
kan itu saat meresmikan Indone-
sia Business—BUMN Expo &
Conference (IBBEX) 2010 dengan
tema Spirit Inovasi dan Sinergi
BUMN Menuju World Class Com-
pany di Jakarta Convention Cen-
ter, kemarin.

Dalam rangka itu, Kementerian
BUMN juga telah memacu agar
perusahaan pelat merah menjadi
perusahaan yang kompetitif, efi-
sien, salah satunya melalui kebi-
jakan privatisasi. Tujuan lain dari
privatisasi juga adalah untuk me-
nambal anggaran pemerintah. 

Oleh karena itu, sebanyak 10
perusahaan pelat merah diharap-
kan bisa melakukan penawaran
publik perdana (IPO) pada 2011
dari rencana semula sebanyak 7
BUMN. Saat ini ada sebanyak 18
BUMN yang telah melantai di
bursa dari total 141 BUMN. 

Menurut Presiden, saat ini ba-
nyak peluang bisnis yang bisa di-
tangkap BUMN. Peluang itu an-
tara lain bidang perdagangan, per-
tanian, industri, pangan, pariwisa-
ta, transportasi, dan perbankan. 

“BUMN harus meningkatkan
efisiensi, lebih produktif, melaku-
kan inovasi, penguasaan teknolo-
gi, serta [terapkan] good corporate
governance.” 

Dalam kesempatan itu, Yudho-
yono juga mengingatkan, ada ti-
ga penyakit yang selalu merong-
rong kinerja badan usaha negara
tersebut. Ketiga penyakit itu, per-
tama, kebiasaan BUMN untuk
mengambil semua jenis bisnis
padahal tidak sesuai dengan bis-
nis utamanya. Kedua, menjadi sa-
pi perah. “Ada BUMN selalu di-

minta untuk menyelesaikan ma-
salah. Akibat, anggaran yang su-
dah dibuat menjadi kacau

Ketiga, Kepala Negara menam-
bahkan BUMN dijadikan banca-
kan. “Sejumlah pihak ingin men-
dapatkan keuntungan pribadi me-
lalui kegiatan BUMN. Ini semua
harus dihilangkan dari tubuh
BUMN. Mari [lakukan] langkah
reformasi dan restrukturisasi agar
benar benar kita bisa  mencegah
tiga penyakit itu," tandas Presi-
den.

Pernyataan itu juga senada de-
ngan pendapat pengamat ekono-
mi dari Institute for Development
of Economics and Finance Indo-
nesia (Indef) Fadhil Hasan. 

Menurut dia, upaya pemerin-
tah menjadikan BUMN sebagai
perusahaan berkelas global harus
diimbangi dengan komitmen me-
ngurangi beban dan tanggung ja-
wab perusahan itu menjalankan
kewajiban melayani publik (pu-
blic service obligation/PSO).

“Di satu sisi BUMN dituntut
menjadi perusahaan komersial
yang mampu memberi keuntung-
an bagi negara, namun di sisi lain
mereka masih bertanggung ja-
wab sebagai PSO. Ini mengaki-
batkan kinerja BUMN menjadi ti-

dak efisien,” tandasnya.
Selain menghilangkan tugas

PSO, dia menambahkan, Kemen-
terian BUMN juga harus menjaga
perusahaan yang berada di bawah
binaannya dari ‘sapi perah’ untuk
kepentingan kelompok politik. 

“Yang jelas, langkah pertama
adalah perbaikan kinerja, paling
tidak bisa bersaing dengan swas-
ta besar dalam negeri dulu. Sete-
lah itu baru berbicara dalam ska-
la global.”

Harus diakui dari 141 BUMN,
bila dilihat dari kinerjanya pada se-
mester I/2010, ada tiga sektor yang
memberikan sumbangan yang
cukup berarti bagi pemerintah
terutama bila dilihat dari sisi laba. 

Ketiga sektor itu masing-masing
sektor energi yang memberikan
sumbangan laba Rp19,2 triliun,
perbankan (Rp10,7 triliun) dan te-
lekomunikasi (Rp5,9 triliun). 

Pengaruhi pasar
Bila dilihat dari perusahaan pelat

merah yang telah masuk bursa,
emiten BUMN juga cukup ber-
pengaruh terhadap kinerja pasar
modal, baik dari sisi aset maupun
kapitalisasinya. (lihat grafis).

Dalam rangka privatisasi,  Men-
teri BUMN Mustafa Abubakar me-

ngemukakan kementerian itu
mengharapkan 10 BUMN bisa go
public pada 2011. 

Ke-10 perusahaan itu adalah PT
Hutama Karya (Persero), PT Ja-
sindo (Persero), PT Rekayasa In-
dustri (Persero), PT Semen Batu-
raja (Persero), PT Permodalan
Nasional Madani (PNM), PT Ka-
wasan Berikat Nusantara (KBN),
PT Angkasa Pura II, PT Pelindo
II, Perum Perumnas dan Perum
Pegadaian.

Menurut Mustafa, kementerian
itu sebenarnya hanya menarget-
kan tujuh BUMN. “Namun, saya
mengharapkan 10 BUMN yang
IPO pada 2011,” ujarnya.

Keinginan itu, tambahnya, seja-
lan dengan harapan Menteri Ke-
uangan Agus Martowardojo agar
BUMN  lebih banyak yang masuk
ke pasar modal.  “Kami berharap
Kementerian BUMN lebih banyak
lagi melakukan go public.”  

BUMN logistik
Khusus BUMN logistik—Ang-

kasa Pura II dan Pelindo II, Mus-
tafa menjelaskan kedua BUMN
itu didorong untuk IPO tahun de-
pan bertujuan untuk ekspansi
bisnisnya. Angkasa Pura II untuk
perluasan terminal penumpang,

sedangkan Pelindo II untuk per-
luasan pelabuhan.

Berkaitan dengan penundaan
IPO PT Garuda Indonesia dari se-
mula pada kuartal IV tahun ini
menjadi akhir Januari atau awal
Februari. Alasannya, seperti dika-
takan Dirut Garuda Indonesia
Emirsyah Satar, proses audit ter-
hadap perusahaan itu membu-
tuhkan waktu 2 bulan. 

“Untuk bisa listing pada De-
sember, audit harus selesai pada
pertengahan September. Namun,
auditor [Deloite] membutuhkan
waktu selama 2 bulan [selesai pa-
da Oktober]. Ini menyebabkan
menjadi mundur pada akhir Ja-
nuari atau awal Februari.”

Dalam kesempatan yang sama,
Presdir PT Bahana Securities Eko
Yuliantoro menambahkan pihak-
nya akan melakukan roadshow
ke Asia, Amerika Serikat, dan
Eropa pada seminggu setelah ta-
hun baru 2011. 

"Roadshow akan efektif bila di-
lakukan setelah liburan atau satu
minggu sehabis tahun baru. Road
show itu akan dilakukan setelah
public expose domestik selesai di-
lakukan.” (09/RAYDION SUBIANTORO)

(bambang.jatmiko@bisnis.co.id/linda.
silitonga@bisnis.co.id)
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AS tekan China: Fraksi Demokrat AS melo-
loskan RUU yang akan memberikan sanksi da-
gang bagi China jika kurs yuan masih di bawah
kewajaran. (Hal. 3)

Munas Kadin panas: Atmosfer menjelang
Munas VI Kadin mulai  panas terkait dengan hak

suara pada saat pe-
milihan ketua
umum pada 25
September. (Hal. 4)

Hendarman
tunggu keppres:
Hendarman Su-
pandji menyatakan
nasib dirinya seba-
gai jaksa agung
menunggu keluar-
nya keputusan
presiden. (Hal. 8) 
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23 September 2010

KURS TENGAH VALAS
23 September 2010

EUR 12,000.66

▲ 100.67 (0.85%)
GBP 14,023.66

▲ 20.62 (0.15%)
HKD 1,153.95

▲ 0.63 (0.06%)
JPY (100) 10,587.89

▲ 53.45 (0.51%)

SGD 6,749.01

▲ 8.65 (0.13%)
USD 8,953.00

▲ 2.00 (0.02%)
AUD 8,568.60

▲ 6.44 (0.08%)
THB 291.88

▼ 0.07 (0.02%)

IHSG 3,337.20

▼ 6.15 (0.18%)
BISNIS-27 303.29

▲ 0.18 (0.06%)
Hang Seng *) 22,047.71

▲ 45.12 (0.21%)
KLSE 1,458.08

▼ 16.67 (1.13%)
Kurs Bea Masuk 20-26 Sept. 2010, Rp8.975,00/US$

IHSGJBA-25

LQ45 BISNIS-27

20/09 21/09 22/0917/09 23/09

30.141,49

3.384,65

639,30

311,28

30.080,40

3.337,20

626,69

303,29

US$/RpEuro/Rp

20/09 21/09 22/0917/09 23/09

11.755,13

8.985,00

12.000,66

8.953,00

*) Posisi tanggal 22 September 2010

Nikkei*) 9,566.32

▼ 35.79 (0.37%)
STI  3,083.13

▼ 12.97(0.42%)
DJIA*) 10,739.31

▼ 21.72 (0.20%)
FTSE*) 5,551.91

▼ 24.28 (0.44%)

Revisi UU Migas
harus dilandasi

iktikad baik yang ber-
tolak dari Pasal 33
UUD 1945 sehingga
mampu mengemba-
likan kedaulatan
negara atas pengelo-
laan sumber daya
alam migas. (Hal. 6)

Eceran: Rp5.900

E-MAIL:
redaksi@bisnis.co.id
iklan@bisnis.co.id
sirkulasi@bisnis.co.id

BNI & Mandiri rights issue tahun ini

Dua bank merger: Oversea-Chinese Banking
Corporation Ltd (OCBC), menggabungkan dua
bank miliknya di Indonesia yakni PT Bank OCBC
NISP Tbk dan PT Bank OCBC Indonesia. (Hal. f1)

Utang Matahari turun:Beban utang Mata-
hari Putra Prima anjlok 83,33% dari Rp3 triliun
menjadi hanya Rp500 miliar. (Hal. f5)

Bursa  belum memuaskan: Pemerintah
menginginkan bursa berjangkaTanah Air dapat-
menyaingi bursa berjangka Singapura dan Ma-
laysia. (Hal. f8)

Keuntungan bisnis air: Perpamsi menilai mi-
nimnya minat investor swasta bekerja sama
dalam pengelolaan air minum karena  keun-
tungan bisnis masih rendah. (Hal. i1)

Inalum diperpanjang: Jepang mengajukan
proposal resmi kepa-
da pemerintah untuk
memperpanjang
kerja sama di proyek
Inalum. (Hal. i2)

Pasokan berlebih: 
Kalangan importir
umum (IU) anggota
AIKI kelebihan pa-
sokan mobil utuh
(CBU) sehingga ber-
potensi memicu pe-
rang harga di antara
sesama pemasok.
(Hal. i3)

Edisi Minggu
beredar hari ini

'Jadikan BUMN pemain dunia'
10 Perusahaan akan IPO pada 2011LEBIH KUAT: Direktur Utama OCBC NISP Parwati Sur-

jaudaja menjawab pertanyaan wartawan dalam sebuah aca-
ra di Jakarta, belum lama ini. Parwati mengatakan tujuan
utama penggabungan PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank
OCBC Indonesia untuk mendorong kemampuan institusi ke-
uangan yang lebih kuat.

• Merger OCBC Hal. f1

BISNIS/DEDI GUNAWAN

Sumber: Kementerian BUMN, Bisnis Indonesia Intelligence Unit, diolah BISNIS/AGUS TAUFIK

Siapkah BUMN menuju 
perusahaan kelas dunia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan BUMN segera menjadi 
perusahaan berskala global. Langkah privatisasi bisa jadi sudah benar, tetapi 

tidak dimungkiri BUMN juga masih ‘ditunggangi’ untuk kepentingan kelompok. 
Siapkah budaya itu dihilangkan?

Kinerja BUMN dari sisi laba & rugi (Rp miliar)

838
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% BUMN 
terhadap pasar

Aset Kapitalisasi

1.075,39

3.031,73

499,07

1.596,67

1.223,66

3.491,00

681,96

2.400,97

Aset
BUMN

Total
pasar

BUMN

Total
pasar

Kapitalisasi

Aset & kapitalisasi pasar 
emiten BUMN (Rp triliun)

BUMN HARUS EFISIEN: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato 
sambutan dalam pembukaan Indonesia Business-BUMN Expo & Conference 2010 
di Jakarta Convention Center, kemarin. Presiden mengingatkan agar BUMN harus 
bisa meningkatkan produktivitas dan efisien.

FOTO: RUMGAPRES/ABROR RIZKI
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8 Daerah belum e-procurement  

JAKARTA:  Lembaga Kebijakan Pengada-
an Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) me-
laporkan sampai dengan September masih
ada delapan provinsi yang belum dapat
menggunakan layanan e-procurement .

Kedelapan provinsi itu adalah Bengkulu,
Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Te-
ngah, Maluku Utara, Maluku, NTT, dan Irian
Jaya Barat.

•Dari 33 wilayah provinsi, tinggal delapan
provinsi yang sedang dalam persiapan pem-
bentukan LPSE [Layanan Pengadaan Secara
Elektronik]," tulis keterangan resmi LKPP
kemarin.

LKPP mencatat sebanyak 95 unit LPSE
terbentuk di kementerian, lembaga, dan pe-
merintah daerah. LPSE tercatat memfasili-
tasi panitia atau layanan pengadaan mele-
langkan lebih dari 4.920 paket pengadaan
dengan nilai lebih dari Rp10 triliun.

Berdasarkan Perpres No. 54/2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, se-
tiap pemerintah provinsi, kabupaten atau ko-
ta wajib membentuk LPSE mulai 2012. Meski
demikian, pemanfaatan fasilitas e-procure-
ment menunjukkan perkembangan yang sa-
ngat signifikan. (BISNIS/ACA)

Defisit anggaran dipertahankan
JAKARTA:  Pemerintah menyatakan tetap

berkomitmen terhadap target defisit anggar-
an di kisaran 1,7% pada tahun depan, meski-
pun belanja negara diperkirakan membeng-
kak menyusul kesepakatan pemerintah dan
Komisi XI DPR. 

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas
Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan kenaikan
target pertumbuhan produk domestik bruto
yang berkonsekuensi kepada peningkatan
belanja negara belum mengganggu target
defisit tahun depan.

•Kami tetap menjaga defisit sebesar
1,7%,Ž katanya, kemarin.  Pemerintah dalam
RAPBN 2011 mengajukan defisit fiskal 1,7%
dari PDB atau Rp115,7 triliun.  Nilai defisit
anggaran itu lebih rendah Rp18,1 triliun dari
patokan defisit APBN Perubahan 2010.
(BISNIS/ACA)

DINAMIKA

OLEH ACHMAD ARIS
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JAKARTA: Kemente-
rian PPN/Bappenas

mengusulkan agar tam-
bahan penerimaan sebe-

sar Rp8 triliun dalam
Rancangan APBN 2011
difokuskan untuk pem-
bangunan infrastruktur
dan pencapaian Millen-

nium Development Goals
(MDGs).

Tambahan alokasi penerimaan
dalam RAPBN 2011 itu merupa-
kan konsekuensi kesepakatan an-
tara pemerintah dan DPR agar
target pertumbuhan ekonomi di-
naikkan dari 6,3% menjadi
6,4%. Namun, kesepakatan terse-
but juga membawa konsekuensi
lebih luas terhadap profil seluruh
RAPBN tahun depan.  

Pernyataan Menteri Keuangan
Agus D.W. Martowardojo pada
awal pekan ini bisa menjadi ru-
jukan, tambahan 0,1% pertum-
buhan ekonomi itu menyebab-
kan nilai nominal PDB Indonesia
menjadi lebih dari Rp7.000 tri-
liun dan belanja negara juga ber-
potensi membengkak menjadi
Rp1.200 triliun.

Menkeu melanjutkan pening-
katan nilai belanja negara itu ber-
arti ada tambahan anggaran seki-
tar Rp8 triliun dan sepenuhnya
akan digunakan untuk mendanai
pembangunan infrastruktur.  

Namun, Wakil Menteri PPN/
Wakil Kepala Bappenas Lukita
Dinarsyah Tuwo mengusulkan
agar tambahan anggaran senilai
Rp8 triliun itu juga dimanfaatkan

untuk pencapaian target MDGs
yang harus terealisasi pada 2015.

ÒMenurut kami, infrastruktur
itu perlu jadi prioritas dan pro-
gram-program yang terkait pen-
capaian MDGs,Ó katanya, ke-
marin.

Dia mengklaim usulan tersebut
sejalan dengan rencana kerja pe-
merintah (RKP) tahun depan
yang sengaja didesain untuk
mengatasi masalah infrastruktur
dan kesejahteraan masyarakat
terkait dengan MDGs.

Laju pertumbuhan ekonomi
6,4% pun menurut Pjs Kepala Ba-
dan Kebijakan Fiskal Kemenkeu
Agus Supriyanto merupakan ang-
ka maksimal. Keinginan sejum-
lah anggota DPR agar laju PDB
berkisar 6,5%-7% pada tahun de-
pan, katanya, dikhawatirkan me-
nyebabkan perekonomian me-
manas.

ÒUntuk bisa mencapai [target
pertumbuhan ekonomi] itu kami
harapkan dari investasi, pemba-
ngunan infrastruktur, dan PPP
[kerja sama pemerintah dan
swasta],Ó ujarnya belum lama
ini. 

Menko Perekonomian Hatta
Rajasa optimistis target baru per-
tumbuhan ekonomi itu bisa dica-
pai. Dia berpatokan kepada real-
isasi pertumbuhan ekonomi pada
kuartal I/2010 sebesar 5,8% dan
pada kuartal II/2010 yang menca-
pai 6,2%. 

ÒSaya kira 6,4% itu masih bisa
kita capai. Memang konsekuensi-
nya tentu penerimaan pajak akan
meningkat. Kalau pertumbuhan
naik, ya penerimaan negara akan
naik,Ó katanya kemarin.

Dia melanjutkan kemampuan
APBN terbatas, sehingga peranan
investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi diharapkan terus me-

ningkat. ÒKami harapkan di sam-
ping ekspor tentu memang inves-
tasi dan sekarang memang se-
dang gencar betul. Hampir setiap
minggu itu delegasi macam-ma-
cam pasti ada dan saya pasti me-
nerima a.l. dari Taiwan dan Je-
pang.Ó 

Koreksi SPT
Selain  itu, pemerintah dan Ko-

misi XI DPR juga sepakat me-
naikkan target penerimaan pajak
pada tahun depan dinilai.  Kese-
pakatan ini, menurut pengamat
pajak dari Citas Konsultan Global
yang juga merupakan akademisi
dari FISIP UI Ruston Tambunan,
berisiko merugikan wajib pajak
karena petugas pajak bisa me-
maksa melakukan koreksi SPT.

ÒIni sudah terlihat jelas bela-
kangan ini. Para AR [account rep-
resentative] pun semakin aktif
melakukan penelitian berkas SPT
wajib pajak yang berbuntut pada
himbauan kepada wajib pajak
untuk membetulkan SPT," kata-
nya kepada Bisnis, kemarin.

Dia melanjutkan pemeriksa
pajak pada saat melakukan audit
biasanya juga menggunakan
jurus pokoknya yaitu keharusan
melakukan koreksi atas surat
pemberitahuan (SPT) pajak.

SPT merupakan surat yang di-
gunakan wajib pajak untuk mela-
porkan penghitungan dan pem-
bayaran pajak, objek pajak, dan
harta serta kewajiban berdasar-
kan ketentuan perundangan per-
pajakan.

ÒIni merugikan wajib pajak
kalau koreksinya mengada-ada
atau tidak ada dasar hukumnya.
Kalaupun nanti wajib pajak
dimenangkan di tingkat kebe-
ratan atau banding, dari sisi time
value of money-nya tetap saja wa-
jib pajak dirugikan. Belum lagi
soal waktu, tenaga, dan pikiran
wajib pajak yang tersita," tutur-
nya.

Sebelumnya, pemerintah Ôter-
paksaÕ menaikkan target rasio pa-
jak terhadap PDB (tax ratio) da-
lam RAPBN 2011 dari 12% men-
jadi 12,05%. Revisi dilakukan

setelah anggota Komisi XI DPR
mendesak pemerintah menaik-
kan target tax ratio pada 2011 ka-
rena target yang diajukan diang-
gap terlalu rendah. 

Dengan revisi tersebut, target
penerimaan pajak diperkirakan
akan naik sekitar Rp95 triliun-
Rp100 triliun. Ruston mengingat-
kan bukan upaya mudah bagi
Ditjen Pajak untuk menaikkan
tax ratio dalam situasi ekonomi
yang masih dalam proses pemuli-
han saat ini. 

Dia mengharapkan anggota
DPR bisa lebih realistis dalam
meminta kenaikan target tax
ratio. ÒDPR perlu lebih realistis.
Jangan terlalu membandingkan
dengan tax ratio negara-negara
tetangga karena faktor pemban-
dingnya tidak sama. Cara penghi-
tungan tax ratio di Indonesia juga
berbeda.Ó

Namun, Ruston sepakat DPR
terus mendorong dan mengawasi
agar Ditjen Pajak bekerja lebih
keras dan efektif dalam mening-
katkan penerimaan pajak.

Selain kenaikan target tax ra-
tio, pemerintah dengan DPR juga
sepakat membahas komponen
penghitungan rasio pajak itu. 

Kementerian Keuangan meng-
ungkapkan pemerintah kemung-
kinan menggunakan model Or-
ganization for Economic Co-ope-
ration and Development (OECD)
di mana komponen tax ratio dihi-
tung dari penerimaan pajak pu-
sat, daerah, dan SDA. 

Saat ini, tax ratio di Indonesia
dihitung hanya berdasarkan pe-
nerimaan pajak pusat sehingga
apabila dibandingkan dengan ne-
gara-negara lain yang mengguna-
kan model OECD, tax ratio Indo-
nesia terbilang sangat rendah. (14)

(achmad.aris@bisnis.co.id)

EKSPOR TERTINGGI: Tumpukan peti kemas terlihat di terminal peti ke-
mas Pelabuhan Makassar, kamarin.  Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar

mengatakan ekspor Indonesia  mencapai tingkat yang tertinggi sepanjang se-
jarah. 
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Bujet negara mampu siasati ketidakpastian global?
OLEH AGUST SUPRIADI
WartawanBisnis Indonesia

P
emulihan ekonomi
dunia ternyata tidak
secepat yang dihara-
pkan. Amerika Se-

rikat dan sejumlah negara
di kawasan Eropa sampai
saat ini masih tertatih-tatih
untuk mengembalikan kejayaan-
nya seperti sebelum krisis ke-
uangan 2008. 

Kedua jangkar ekonomi dunia
tersebut masih tampak limbung,
antara melanjutkan kebijakan sti-
mulus atau melakukan konsoli-
dasi fiskal dengan memangkas
defisit anggaran. Semua opsi ter-
sebut baik, tetapi sulit untuk dila-
kukan bersamaan. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) baru-baru ini mengingat-
kan konsolidasi fiskal yang pre-
matur justru berisiko menjeru-
muskan ekonomi dunia kembali
ke jurang resesi dan memuncul-
kan fenomena deflasi secara ber-
kelanjutan. Akan tetapi, perlu di-
sadari juga bahwa kebijakan sti-
mulus fiskal belum tentu menjadi
solusi yang tepat karena jika tidak
hati-hati dapat menimbulkan kri-
sis utang seperti di Yunani.

Bagaimana dengan Indonesia?
Bangsa dengan jumlah penduduk
sebesar 237,6 juta jiwa ini diang-
gap sebagai negara dengan kiner-
ja perekonomian terbaik setelah
China dan India, melampaui Bra-
sil dan Rusia (BRIC). Dana Mo-
neter Internasional (IMF) mem-
perkirakan perekonomian Indo-
nesia dapat tumbuh 6% pada
tahun ini dan terus meningkat
menjadi 6,2% pada 2011. 

Kendati trennya positif, Indone-
sia tidak boleh tutup mata de-
ngan dinamika ekonomi global
yang masih diselimuti ketidak-
pastian tersebut. Derasnya aliran
modal yang masuk ke negeri ini
disinyalir bersifat jangka pendek
(hot money) yang rentan akan
terjadinya pembalikan. 

Sementara itu, tekanan inflasi
dirasakan mulai meningkat me-
masuki paruh kedua tahun ini, di
mana laju inflasi tahunan per
Agustus sebesar 6,44% menjadi
yang tertinggi sejak April 2009. 

Janji Presiden
Terkait dengan hal itu, dalam

pidatonya di hadapan parlemen
pada 16 Agustus, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menjanji-
kan tiga hal dalam rangka meng-
optimalkan peran kebijakan fiskal
dalam menjaga momentum per-
tumbuhan ekonomi ke depannya.
Yaitu tingkat defisit yang terken-
dali, rasio utang terhadap PDB
yang makin menurun, dan kese-
imbangan primer yang positif. 

Dengan memperhatikan ram-
bu-rambu tersebut, defisit ang-
garan akan ditekan mulai tahun
depan dari 2,1% PDB pada 2010
menjadi 1,7% PDB. Dengan de-
mikian diharapkan rasio utang
terhadap PDB semakin menurun

dari target 2010 sebesar 27,8%
menjadi 26% pada 2011. 

Sejalan dengan itu, pendapatan
negara dan hibah 2011 direncana-
kan sebesar Rp1.086,4 triliun
atau naik Rp94 triliun (9,5%)
dari target APBN-P 2010. Semen-
tara itu, belanja negara direnca-
nakan sebesar Rp1.202 triliun
meningkat Rp76 triliun (6,7%)
dari pagu APBN Perubahan 2010. 

Untuk menutup defisit, pem-
biayaan direncanakan sebesar
Rp115,7 triliun, lebih rendah
Rp18,1 triliun (13,8%) dari target
tahun ini. Tampaknya pemerintah
memilih bersikap moderat. 

Ekspansi ekonomi dipertahan-
kan, sedangkan nafsu berutang
ditekan. Semangatnya positif, te-
tapi belajar dari pengalaman, ada
sejumlah hal yang patut menjadi
fokus pemerintah untuk dibenahi. 

Dari sisi penerimaan, misalnya,
intensifikasi dan ekstensifikasi
perpajakan tidaklah cukup untuk
memaksimalkan potensi peneri-
maan di sektor tersebut. Pemerin-
tah perlu mengimbanginya de-
ngan menerapkan reformasi me-
nyeluruh dari sistem perpajakan
itu sendiri. 

Sementara dari sisi belanja,
permintaan anggaran yang tinggi
terkadang tidak diimbangi de-
ngan pemanfaatan yang maksi-

mal. Perbaikan pola dan
kualitas belanja terkesan
baru sebatas wacana karena
belum menunjukkan hasil
yang signifikan sampai saat
ini. 

Kemenkeu mencatat reali-
sasi penyerapan anggaran
belanja negara memasuki
bulan kesembilan atau hing-

ga 7 September baru 52,4% dari
pagu APBN-P 2010 yang mencapai
Rp1.126,14 triliun. 

Rendahnya penyerapan ang-
garan tersebut tidak terlepas dari
kinerja minus dari kuasa penggu-
na anggaran yang dalam hal ini
kementerian/lembaga dan pemer-
intah daerah. Tidak bisa tidak,
skema reward and punishment
harus segera diterapkan untuk
membentuk kedisiplinan ang-
garan dari setiap pejabat publik.

Jangan lupa, tidak semua ang-
garan belanja berasal dari peneri-
maan, utang juga memberikan
kontribusi cukup signifikan selama
ini. Meski secara persentase rasio
utang terhadap PDB menurun, se-
cara nominal mengalami pening-
katan setiap tahunnya. 

Sejatinya, berutang bukanlah
suatu kebijakan yang buruk, jika
jelas peruntukannya dan optimal
pemanfaatannya. Namun, patut
pula diperhatikan ongkos yang
harus dikeluarkan dan beban
bunga yang harus dibayarkan
pada tahun-tahun mendatang. 

Intinya perencanaan yang ma-
tang berdasarkan prinsip kehati-
hatian menjadi syarat mutlak da-
lam merancang dan mengelola
anggaran negara agar tidak mewa-
risi ekonomi biaya tinggi di kemu-
dian hari. (agust.supriadi@bisnis.co.id)

MDGs diusulkan masuk RAPBN
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Kenaikan target penerimaan bebani wajib pajak


